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KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 

Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Vang Maha 
Esa karcna atas rahmat dan karunia-Nya, schingga pemiisunan dan 
pcnyajian kajLin “Akuntabilitas Dana Kcisrimcwaan Daerah Istimewa 
Yc)g)akarta (DDy’ olch Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 
(l^KAKN) Sekretariat jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl dapat 
terselcsaikan.

Dalam kajian ini dijelaskan bahwa Daerah Istimewa Yog\akarta (DI\') 
adalah sebuah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam 
pcnyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesaman 
Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) menyatakan “Negara 
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintalian daerah yang 
bersifat khusus atau bersifar istimewa yang diatur dengan undang-undang”. 
L:ntuk melengkapi dan memperjelas tetang keistimewaan tersebut, maka 
diterbirkanlah L’ndang-Lndang Nomor 13 Tahun 2012 ten tang 
Keistimewaan Daerah Yog\akarta.

Keistimewaan DIY adalah keistimewaan kedudukan hukum 
berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut LndangT:ndang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus 
kewenangan istimewa. Kewenangan istimewa ini merupakan wewenang 
tambahan rertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang vang telah 
ditentukan dalam L’ndang-L’ndang tentang Pemerintahan Daerah. Untuk 
menyelenggarakan kewenangan istimewa tersebut, maka Pemerintah Pusat 
melalui mekanisme 'I'ransfer ke Daerah frK19) mengalokasikan Dana 
Keistimewaan DIY sejak tahun 2013 yang jumlalinya terns meningkat setiap 
tahun dengan total pengalokasiannya sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 
telah mencapai Rp3,l 1 triliun dan telah direalisasikan sebesar Rp3,06 mHun.

Dana Keistimewaan tersebut dikelola dan digunakan sesuai dengan 
kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 L:ndang-Undang Nomor 13 Tahun 
2012, melipLiti: 1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan
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wcwcnang Gubcrnur dan VC’akil Gubcrnur; 2) Kclcmbagaan Pcmcrintah 
Dacrah DIY; 3) Kcbudayaan; 4) Pcrtanahan; dan 5) Tata ruang.

Dcngan alokasi Dana Kcistimcwaan DIV yang terus mcningkat sctiap 
tahunnva, maka saru hal pcnting vang pcrlu mcnjadi pcrhatian adalah apakali 
pengdolaan dan pcnintukkan Dana Kcistimcwaan rcrscbiit rclali 
mendekatkan DIY kcpada tujuan dLilokasikannya Dana Kcistimcwaan.

Olch karcna itu, pcrlu adanva cvaluasi vang komprchcnsif untuk mclihat 
ketercapaian tujuan Kcistimcwaan DIY agar pcnilaian atas output maiipun 
outcome dan Dana Kcistimcwaan dapat tcrukur, schingga dapat lebih objektif 
dalam menilai keberhasilan pengelolaan Dana Kcistimcwaan. Terlcbih jika 
mendalami lebih lanjut mengenai tujuan dari Dana Kcistimcwaan DIY, 
maka kcsejahtcraan bukanlah satu-satunya parameter atau tolak ukur untuk 
mcngukur keberhasilan.

Kami menvadari bahwa kajian ini masili terdapat banvak kekurangan, 
olch karcna itu kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi 
mekanisme kerja dan produk PK.\KN kedepannva. .\tas pcrhatian seluruh 
.\ngg3ta DPR R1 secara kltusus, dan pembaca secara umum. kami 
mengucapkan terima kasili.

J\karta, Mci2020

rl/lV
DRS. HELMIZAR. ME
NIP. 19640719 199103 1001
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I. Pendahuluan

Undang-L’ndang Dasar Negara Republik Indonesia 'I'ahun 1945 (UUD 
1945) Pasal 18B ayat (I) menyatakan bahwa “Negara mengakui dan 
mengh( >rmati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau 
bersifat isrimewa yang diarur dengan undang-undang”. Sebagai Daerah 
Otonom setingkar provinsi, Daerah Istimewa Yog\akarta dibenruk dengan 
Undang-L ndang Nomor 3 Tahun 1950 rentang Pembentukan Daerah 
Istimewa Yog\akarra, sesuai dengan maksud Pasal 18H ayar (1) UUD 1945 
tersebur. Kemudian untuk melengkapi dan memperjelas tentang 
Keisrimewaan Daerah Yog\akarta maka diterbitkanlah Undang-Undang 
Nt>mor 13 Tahun 2012 tentang Keisrimewaan Daerah Yog\akarta.

Daerah Isrimewa Yog\akarta (DIY) adalah sebuah provinsi yang 
mempunvai keisrimewaan dalam penvelenggaraan urusan pemerintahan 
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keisrimewaan 
dimaksLid adalah keisrimewaan kedudukan hukum vang dimiliki oleh DIY 
berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut L1ndang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus 
kewenangan istimewa. Kewenangan isrimewa ini merupakan wewenang 
tambahan terrentu vang dimiliki olch DIY selain wewenang vang telah 
ditenrukan dalam L'ndang-L'ndang tentang Pemerintahan Daerah.

L'ntuk mewujudkan penvelenggaraan kewenangan isrimewa tersebur, 
pemerintah pusat melalui mekanisme Transfer Pusat mengalokasikan Dana 
Keisrimewaan vang bersumber dari .\PBN kepada Pemerintah Daerah DIY. 
Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Keisrimewaan DIY sejak tahun 
2013 vang jumLahnya terns meningkat setiap tahun. Total penvaluran Dana 
Keisrimewaan selama enam tahun (2l 113 s.d. 2018) telah mencapai Rp3,l 1 
triliun dan telah direalisasikan sebesar Rp3,06 triliun.

Dana tersebut diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah 
DIY karena Kewenangan Keisrimewaan DIY sepenuhnya berada di provinsi 
sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Kewenangan 
tersebut, meliputi: 1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan 
wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 2) Kelembagaan Pemerintah 
Daerah DIY; 3) Kebudayaan; 4) Pertanahan; dan 5) Tata ruang.
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Dana Kcistimewaan yang terns meningkat setiap rahunnya diharapkan 
dapat mengantarkan Kcistimewaan DIY kepada rujuannya, yaicu: 1) 
Mtwvujudkan pcmcrintahan yang demokratis; 2) Mewnjudkan kcscjahtcraan 
dan ketenteraman masyarakar; 3) Mewujudkan tata pcmcrintahan dan 
tatanan sosial yang menjamin kc-bhinncka-tunggal-ika-an dalam kcrangka 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) Mcnciptakan pcmcrintahan rang 
baik; dan 5) Melembagakan peran dan ranggung jawab Kasultanan dan 
Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogxakarta yang 
merupakan warisan budaya bangsa.

Salah satu tujuan Dana Kcistimewaan vang sering menjadi sorotan 
adalah yang terkait dengan kcscjahtcraan. Salah satu indeks kcscjahtcraan 
vaitu kemiskinan menunjukkan jika Dl\' sampai dengan Marct 2019 
merupakan dacrah dengan angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa bahkan 
melebihi angka kemiskinan nasional. Selain kemiskinan, ketimpangan DIY 
sampai dengan Marct 2019 juga menjadi vang tertinggi dan melebihi angka 
nasional. Namun, dalam upaya pembangunan kualitas hidup masyarakat 
yang diukiir mclalui Indeks Pembangunan Manusia (1PM)» DIY mcnempad 
posisi tcratas.

Dengan alokasi Dana Kcistimewaan DiY vang terns meningkat 
tersebut, hal yang pcrlu mendapat perhadan adalali apakah pengelolaan 
Dana Kcistimewaan vang telah dilakukan selama kurun waktu enam tahun 
ini dapat mendekatkan DIY dengan tujuan Dana Kcistimewaan. Oleh 
karena itu, pcrlu adanya evaluasi \ang komprehensif untuk mclihat 
ketercapaian tujuan Kcistimewaan DIY agar penilaian atas output maupun 
outcome dari Dana Keistimewaan dapat terukur sehingga dapat lebili objektif 
dalam menilai keberhasilan pengelolaan Dana Keistimewaan. Terlebih jika 
mendalami lebih lanjut mengenai tujuan Dana Kcistimewaan DIY, maka 
kcscjahtcraan bukan satu-satunva parameter untuk mengukur keberhasilan 
Dana Kcistimewaan DIY tetapi termasuk juga di dalamnya semangat untuk 
mewujudkan pcmcrintahan yang demokratis, tumbuhnva kebhinnekaan 
sosial-budava, dan sebagainva. Semua faktor tersebut juga pcrlu diukur agar 
evaluasi vang dilakukan menjadi lebih kritis-komprehensit*.
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11. Pembahasan

Sccara hisroris. kcistimcwaan vang mclckar pada DIY mcrupakan bagian 
integral dalam sejarah pendirian negara Indonesia vang tidak terlepas dari 
kepurusan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII iintuk 
menjadi bagian dari Republik Indonesia serta kontribusinva untuk 
melindungi simbol negara pada masa awal kemerdekaan yang dituangkan 
dalam Maklumat tan^al 5 September 1945. Dari aspek sosiologis, walaupun 
perubahan sosial sangat dinamis namun tidak menghilangkan posisi 
Kasultanan dan Kadipaten sebagai sumber rujukan budaya dan simbol 
pengayom kehidupan masvarakat yang menjadi ciri Keistimewaan DIY. 
Secara aspek yuridis,pengaturan Keistimewaan DIY konsisten dengan UUD 
1943 Amandemen Pasal 18B ayat (1) dan (2), yaitu memberikan pengakuan 
keberadaan siiatu daerah yang bersifat istimewa. Di dalam L!ndang-L1ndang 
Nomor 32 Tahiin 2004 tentang Pemerintah Daerah, diberlakukan 
desentralisasi yang bersifat simetris sehingga untuk mewoijudkan konsistensi 
terhadap pengakuan atas status keistimewaan suam daerah diperlukan suatu 
pengaturan yang komprehensif dan jclas yang dituangkan kemudian dalam 
L’ndang-L'ndang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

2.1. Anggaran Dana Keistimewaan DIY Tahun 2013-2019

Dalam rangka untuk melaksanakan kewenangan Keistimewaan DIY, 
Pemerintah mengalokasikan dana vang berasai dari APBN, vang disebut 
dengan Dana Keistimewaan DIY. Dana ini diperuntukkan bagi dan dikelola 
oleh Pemerintah Provinsi DIY, yang pengalokasian dan pcnvalurannya 
mclalui mekanisme transfer ke daerah sesuai kebutuhan DIY dan 
kemampuan keuangan negara (DjPK Kemenkeu, 2018). Tata cara 
pengalokasian dan penvaluran Dana Keistimewaan DIY diatur dalam 
Peraturan iMenteri Keuangan vang terbaru, vaitu PMK 
N0.I73/PMK.07/2017. Sejak dialokasikan, yaitu pada tahun 2013 sampai 
dengan 2018, pagu Dana Keistimewaan terus meningkat dengan realisasi 
serapan setiap tahun yang cenderung optimal. Perkembangan alokasi, 
anggaran dan realisasi Dana Keistimewaan DIY ditunjukkan dalam (Jrafik 1 
berikut.
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Tabel 1. Perkembangan Serapan Fisik dan Keuangan Dana Keistimewaan
DIY Tahun 2013-2018

Tahun Alokasi (Rp) Serapan (Rp)

Persentase
Serapan

Keuang 
an1,1 Fisik**

21113 231.392,653,500.00 .54,562.1811,0.53.00 23.58'’.. 2935° o
2014 52.3.874,719.000.00 271.900,680.389.00 51.90",. 89,39°..

2015 54-,43(),ono.ooo.oo 466,948,164,1174.1»i 85.30°;. 97,92"'r.

2016 54’%45(),()()(1,01 )0.oo 531,6".3,25.3,8"".oo 97.12".. 99,17";.

201" 800.000,(*00.000.0(t ""3,39,3,411.3.529.110 96.67".. 98,94°..
2018 l.OOO.t K)0.000.( IIII 1.00 964,38","! )2,1 "3.36 96.44".. 98,99" (.
Total 3,650,167,372,500.00 3,062,865,384,095.36 83,91% 85,63%

Sumhcr. *) U IP HPK LKPD Pwr DIY Um 2013-201H.
**)l^iponiii Pcliiksiiihhin Pmi^niM dan Kchijatan Kc/s/imnnaan /)/V. 2019

Pada awal pclaksanaannva, serapan Dana Keisrimewaan DIY masih 
rendah vairu 23,58% dari nilai alokasi/pagu vang dianggarkan. Mai tersebut 
disebabkan karena Dana Keistimewaan DIY baru disalurkan mendekati 
akhir tahun anggaran (bulan November 2013) dan hanya sebesar 
Rpl 15.606.326.500,00 atau 50n'o dari total pagu, sehingga pelaksanaan 
kegiatan Dana Keistimewaan DIY terkendala waktu yang terbatas. Pada 
tahun 2014, serapan Dana Keisrimewaan DIY juga masih belum optimal. 
Hal tersebut dikarenakan masih adanya sejumlah kendala, seperti belum 
lengkapnya regulasi sebagai syarat pelaksanaan keistimewaan, keterbatasan 
waktu pelaksanaan program kegiatan, dan lain sebagainya. Kemudian di 
tahun 2015, serapan meningkat menjadi 85,30a,o, namun masih 
ditemukannya beberapa kendala terkait regulasi unisan keistimewaan, 
kesiapan pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota terutama terkait dengan 
pengambilan keputusan dan pola koordinasi, serta belum ada pembatasan 
waktu verifikasi laporan kinerja. L ntuk tahun 2016 sampai dengan tahun 
2018, serapan Dana Keistimewaan DIY telah mencapai lebih dari 95%.

Berdasarkan PMK No.l73/PMK.07/2017 tentang Tata Cara 
Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY Pasal 13 ayat (2) 
menyebutkan bahwa dalam hal terdapat sisa Dana Keisrimewaan di 
Rekening Kas L!mum Daerah pada akhir tahun anggaran, maka sisa Dana

P/(.(a/ Ki//un. IKS j 5



Keistimcwaan tcrscbut akan dipcrhitungkan pada pcnvaluran Dana 
Kcistimcwaan pada tahun anggaran bcrikutnva. Semakin bcsar SiLPA atas 
Dana Kcistimcwaan di tahun bcrjalan, maka alokasi Dana Kcistimcwaan 
tahun bcrikutnva akan semakin kccil.

Meskipun Dana Keistimcwaan DIY dari tahun kc tahun mcngalami 
peningkatan, namun kontribusi Dana Kcistimcwaan DIY terhadap total 
Pendapatan (dalam APBD) DIY selama tahun 2013 sampai dengan tahun 
2018 rata-rata hanya sebesar 12,20/f). Kontribusi Dana Kcistimcwaan DIY 
terhadap total Pendapatan DIY dari tahun 2013 sampai dengan 2018 sccara 
rinci terlihat pada l abel 2 berikut.

Tabel 2. Kontribusi Realisasi Dana Keistimcwaan terhadap Realisasi Total 
Pendapatan DIY TA 2013-2018

Tahun Realisasi Total 
Pendapatan

Dana Keistimcwaan

Realisasi (Rp)
Dais/
Total

Pendapatan (%)
21)13 2,5834 i56,~63.524.i) 1 1 L5.696,.326..5no.no 4.48"..

2014 3,139,871,880,4I~.16 3.5" ,96.5,628,003.110 11.40"..
2015 3.40I),014,811 ■■■.00 4) 10,2.50.905,939.00 11.77"«
2016 3,899,192,985,313.51 477,494.515,166.00 12.25" n
2017 5,085,241.219,288.2" 784,272.397,752.00 15.42"..
2018 5.443. P9,144.512.93 9'3,435.532,429.00 r.88"..

S/mber LKPD Pmmis/ DIY TA 201T20IS (amii/A)

jika dibandingkan dengan alokasi Dana Otonomi Khusus Papua, Papua 
Barat dan Aceh, alokasi Dana Kcistimcwaan DIY adalah vang terendah. 
Meski demikian, Pcmcrintah DIY terns berupava mclakukan berbagai 
perbaikan di dalam pcngclolaan dan pertanggungjawaban Dana 
Keistimcwaan DIY agar tujuan Dana Kcistimcwaan sebagaimana tertuang 
dalam UU No. 13 Tahun 2012 dapat tcrcapai dengan baik.
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2.2. Alokasi Dana Keistimewaan DIY pada Masing-Masing Urusan

Komposisi Dana Kcisrimcwaan DIV bcrdasarkan pcrscntasc realisasi 
pada masing-masing unisan sclama kurun waktu 2013 sampai dcngan 2018 
digambarkan pada grafik bcrikut.

Grafik 2. Komposisi Dana Keistimewaan DIY pada Masing-Masing 
Urusan TA 2013 s.d. 2018 (%Realisasi)

m Kebudayaan pertanahan.
; )Tata Ruang n Kelernba.ga.an
■ Tata Cara penglsj.an Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan 

Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur

.Suoiih-n LKl>P Ihiiriiisi l')I) /' I JOl (j/iJi/a!)

Cirafik 2 di atas mcnunjukkan bahsva urusan Kebudayaan mcrupakan 
urusan dcngan nilai realisasi rerbesar vaitu mencapai Rpl,57 triliun atau 
5I,24" o dari total realisasi Dana Keistimewaan tahun 2013 sampai dcngan 
tahun 2018. Kemudian, pcrscntasc realisasi terbesar kedua adalah Urusan 
Tata Ruang. Total realisasi L rusan Tata Ruang mencapai Rpl,39 triliun atau 
sebesar 45,5r,o. Selain kedua urusan tersebut, tiga urusan lainnva hanva 
memiliki total pcrscntasc realisasi sebesar 3,250/o> meliputi; Urusan 
Pertanahan dengan realisasi sebesar Rp67,72 miliar atau 2,21%; Urusan 
Kelembagaan dengan realisasi sebesar Rp2t),06 miliar atau 0,95%; dan 
Urusan lata Ciara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang

Puxa/ Kajiiin .-\KX I 7



(jubernur dan Wakii Gubcrnur dcngan rcalisasi scbcsar Rp2,74 miliar atau 
0,09%.

Sebagai urusan dcni^an alokasi anggaran yang tcrbcsar, L’rusan 
Kcbudayaan memiliki jumlah program dan kegiatan scrta jumlah SKPD 
pcngampu tcrbanvak, baik di provinsi maupun di kabuparcn/kota. Sclain 
mcnjadi urusan kcistinicw aan, L rusan Kcbudayaan juga mcrupakan urusan 
wajib pemerintahan DIY. Dinas Kcbudayaan DIY sclaku SKPD yang 
mendapat tugas secara langsung dari gubcrnur unruk mcnjalankan 
kcsvcnangan kcistimcwaan scbagaimana dijclaskan dalam L:U Kcistimcwaan 
DIY harus memiliki ^nvid design dan madnhtp dalam mengciola dana 
kcistimcwaan tersebut. Sclain im, dipcrlukan juga alat unruk mengukur 
tingkat capaian kinerja Dana Kcistimcwaan DIY agar tujuan pcngalokasian 
Dana Kcistimcwaan DD’ dapat dinilai schingga dapar mempermudah 
pclaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Kcistimcwaan DIY guna 
perbaikan di masa mendatang.

2.3. Urusan_Dana Kcistimcwaan
• Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kcdiidukan, Tugas, dan 

Wewenang Gubcrnur dan Wakii Gubcrnur

Urusan Tara Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan,Tugas dan Wewenang 
Gubcrnur dan Wakii Gubcrnur dilaksanakan unruk mcmpcrolch 
kepastian hukum dalam hal pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan 
kewenangan Gubcrnur dan Wakii Gubcrnur DIY. Target Pemerintah 
DIY ialah mcnjamki adanva fondasi hukum rang kuat dalam urusan 
kcistimcwaan ini. Pemerintah DD’ telah menerbitkan Perdais Nomor I 
Tahun 2013 yang mengatur secara umum tentang kewenangan dalam 
Urusan Kcistimcwaan Dacrah Istimewa Yog\ akarta. Dalam mendukung 
pclaksanaan Urusan Tata Cara Pengisian jabatan, Kedudukan, Tugas 
dan Wewenang Gubcrnur dan Wakii Ciubernur pada tahun 2013 sampai 
dengan 2018, Pemerintah Provinsi DIY mcngalokasikan Dana 
Kcistimcwaan pada urusan tersebut sebagai berikut:

8 I Vusat Ka/ini .1AL\



Graflk 3. Anggaran dan Realisasi Dana Keistimewaan DIY Urusan 
Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang 

Gubernur dan Wakil Gubernur TA 2013-2018

88,69%

2.?IHI.IH II 
2.(i(in.in II 
1.5(111.(11 II 
1.(11 HUH II 5739% I.5(111.1 Kill ihp

201.5 2014 2015 2016 201"
Ansyjinin 4(HI.II(H1 2.S.52.“.5
Rciilisa.-ii 229.5"2 2.512.25

5",.59" M KS.69" II

2111S

Aiiiiigaran ■ Rcalisnsi

Sumkr: LKPD Pmrmi DIY T. l 20! 3-201H {unditect)

Program dan kcgiatan Dana Keistimewaan untuk Umsan Tata Cara 
Pengisian |abatan, Kedudukan, Tugas dan W ewenang Gubernur dan 
W akil Gubernur hanya dianggarkan di tahun 2014 dan 2017. Pada tahun 
2014, urusan terscbut direalisasikan melalui Program Optimalisasi 
Penvelenggaraan Pemerintahan (Keistimewaan), dengan nilai realisasi 
sebesar Rp229.572.000,00 atau 57,39% dari anggaran scbesar 
Rp400.000.000,00, scdangkan realisasi fisiknya telah mencapai 100%. 
Anggaran terscbut digunakan untuk mendukung kegiatan pcn\aisunan 
(imfl Perdais Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, 
Tugas, dan W ewenang Cjubernur dan W akil Gubernur. Kemudian, pada 
tahun 2015, Pemcrintah DIY mencrbitkan Perdais Nomor 2 Tahun 
2015 vang mengatur tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Dacrah 
Isdmcwa yang mcnctapkan pengisian jabatan Gubernur dan W'akil 
(jubernur DIY ditentukan melalui mekanisme penetapan setiap 5 tahun 
rerhadap Sultan Hamengku Buwono dan .\dipad Paku .\Iam vang 
bertahta menjadi Gubernur dan W'akil Gubernur.

Pada tahun 2017, Dana Keistimewaan DIY vang dianggarkan untuk 
Urusan Tata Cara Pengisian jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang 
Gubernm- dan W'akil Gubernur adalah sebesar Rp2.832.737.000,00 
dengan realisasi sebesar Rp2.512.257.981,00 (88,69%) yang digunakan
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untuk pcrsiapan tata kdola kcgiatan koordinasi pcncrapan dan 
pcngcsahan jabatan Gubemur dan Wakil Gubcniur, scrta untuk rapat 
paripurna pcnvampaian visi misi calon Gubernur dan calon W’akil 
CJubcmur.

Urusan Kelembagaan

L'msan Kelembagaan dilaksanakan untuk mencapai aspek efektivitas 
dan efisicnsi penyelenggaraan pemerintahan dan pelavanan masvarakat 
berdasarkan prinsip responsibilitas, akunrabilitas, rransparansi, dan 
partisipasi dengan memperhatikan benruk dan susunan pemerintahan 
asli. Urusan ini telah diatursccara lunum dalam Perdais Ntmior 1 Tahun 
2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah 
Istimcwa Yog\akarta dan secara khusus diatur dalam Perdais Nomor 3 
Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Isdmcwa 
Yogyakarta yang kemudian dicabut dan diganti dengan Perdais Nomor 
1 Tahun 2018. Dalam mendukung pelaksanaan Urusan Kelembagaan, 
sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 Pemerintah Provinsi DIY telah 
mcngalokasikan anggaran Urusan Kelembagaan sebagaimana terlihat 
pada Cirafik 4 berikut.

Grafik 4. Anggaran dan Realisasi Dana Keistimewaan DIY Urusan 
Kelembagaan TA 2013-2018

l.(H 10 
14.(HI0.(I0> 

1.0(1
JlO.OOl MIO 
= S.000.00
5 6.0(HM)0

4.01 (0.( 
2.000.00

Realisasi

190,41%

^g,39%^g,20% 89,48‘Vo 94,49n/o

201.1 2014 2013 2016 2or 2018

2.516.14.1 1.676.1 H)o 1 : .650.000 I.XiHi.iHiO 14.2.56.040 1.1.84 5.01 HI

W 1.054 I..144.2I7 1 i .476.456 1.700.75.1 11.032,l‘>4 12.517.18-

K0.2o',m X'J.4X".. 94.49“ „ -7.39" 9o.4r'..

Anuuaran ■ Realisasi

Sumber: LK13D Prorinsi DIY T. I 2013-2018 {audik(t) 
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• Urusan Kebudayaan

Salah saru scmangat dari pclaksanaan kcistimcwaan DIY adalah 
mcnjadikan filosofi budaya scbagai dasar pcmbangunan di scgala bidang 
dan diharapkan dapat bcrkontribusi dalam mcningkatkan kcmakmuran 
masvarakat. Scsuai amanat L'L' No. 13 Tahun 2<M2 tcntang 
Kcistimcwaan DIY, L'rusan Kebudayaan diatur mclalui Perdais No.3 
rahun 2017 tcntang Pcmcliharaan dan Pengembangan Kebudavaan. 
Sclain itu, Urusan Kebudayaan di DIY juga diatur dalam beberapa 
peraturan dacrah, antara lain Perda DIY No.4 Tahun 2011 tcntang Tata 
Nilai Budaya Yog\akarta dan Perda DIY No.6 Tahun 2012 tcntang 
Pclcstarian Warisan Budava dan C^agar Budaya. Perda DIY No.4 Tahun 
2011 dibentuk untuk mclaksanakan UU No.32 Tahun 2004 tcntang 
Pemerintahan Dacrah dan PP No.38 Tahun 2007 tcntang Pembagian 
Unisan Pemerintahan antara Pcmcrintah, Pemerintahan Dacrah 
Provinsi, dan Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota. Sementara Perda 
DIY No. 6 Tahun 2012 dibentuk sclain untuk mclaksanakan L'L’ No.32 
Tahun 2004 dan PP No. 38 Tahun 2007, tetapi juga untuk mclaksanakan 
UL' No. 11 'Tahun 2010 tcntang fiagar Budaya.

Urusan Kebudayaan sebagai urusan pemerintahan konkuren maupun 
sebagai urusan kcistimcwaan tidak dibedakan sccara jclas dalam 
peraturan dacrah atau peraturan dacrah isrimewa karena pada bagian 
mengingat, baik \ ang tercantum pada peraturan dacrah \ ang mcrupakan 
peraturan pclaksanaan dari undang-undang tcntang pemerintahan 
dacrah maupun peraturan dacrah isrimewa yang mcrupakan peraturan 
pclaksanaan dari undang-undang tcntang kcistimcwaan, sama-sama 
menyebutkan kedua undang-undang tersebut. W’alaupun L’ndang- 
Undang Nomor 13'Tahun 2012 tcntang Kcistimcwaan Dacrah Isrimewa 
Yog)akarta mcndcfinisikan kewenangan kcistimcwaan sebagai 
kewenangan tambahan, namun dalam praktiknya kewenangan 
kcistimcwaan juga mcncakup kewenangan pokok sebagaimana 
diamanatkan dalam undang-undang pemerintahan dacrah.

Sctclah tliundangkaniiva L'ndang-L’ndang Nomor 13 'Tahun 2012, 
Unisan Kebudavaan di Dacrah Isrimewa Yog\akarta sccara tidak 
langsung berubah menjadi urusan kcistimcwaan, karena program dan
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Anggaran Dana Kcistimcwaan L'rusan Pertanahan sejak rahun 2013 
sampai dcngan rahun 2018 ccndcrung mcngalami pcningkatan. 
Pcningkaran signifikan rcrjadi pada rahun 2014 scbcsar Rp23.000.000.00 
dari scbclumnva (rahun 2013) scbesar Rp6.300.000.000 arau meningkat 
265,()80/o. Pcningkaran signifikan rcrscbut juga discbabkan adanya 
pcrmasalahan tcrkait sultangronmidan paku aUwiangiviuui. Dcngan adan\ a 
L:L' Keisrimewaan maka rerjadi rumpang rindih rcgulasi dimana sccara 
nasional urusan pertanahan mcngacu pada L’L' Agraria rcrapi sccara 
lokal mcngacu kepada L!L: Kcistimcwaan yang menghidupkan kembaJi 
status sultan gwund dan paku alarnan gwund. Tumpang rindih rcgulasi 
rcrscbut mengakibatkan masyarakar vang tinggal di wilayah sultan gnund 
dan paku alarnan gwund dikenakan dua kewajiban perpajakan \airu 
kewajiban membayar pajak kepada istana (meskipun sccara nominal 
tidak tcrlalu besar) dan kewajiban membayar pajak kepada Radan 
Pertanahan Nasional (RPN)'. Pcnnasalahan tersebur juga akliirnva 
menyebabkan rcalisasi Dana Kcistimcwaan pada L rusan Pertanahan 
saat itu hanya 31>92r'/o arau scbesar Rp7.342.139.000. Namun, saat ini 
tclah dilakukan kesepakatan antara RPN dan Pemprov DIY tcrkait 
pcrmasalahan pertanahan tersebut.J

Sctclah adanya pcningkaran anggaran Dana Kcistimcwaan pada L'rusan 
Pertanahan di tahun 2014 dan diikud dcngan terjadinva pcrmasalahan 
rcrscbut di atas, maka pada tahun 2015 pcngalokasian Dana 
Keisrimewaan pada L’msan Pertanahan diturunkan menjadi scbesar 
Rp 10.600.000.000. Selanjutnya, sejak tahun 2016 sampai dcngan 2018, 
alokasi Dana Keisrimewaan pada L'rusan Pertanahan terns mcngalami 
pcningkaran hingga mcncapai Rp23.040.388.000 di tahun 2018.

Pasal 45 Perdais Nomor 1 Tahun 2013 mengariu: tentang kewenangan 
umum Pemerintah Daerah DIY dalam urusan pertanahan, diantaranva 
izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelcsaian

16

3 Nvimas Larifah Lem- Aziz, \kuntabUitas Dana Olommi Khusus l\ipua dan 
Papua Haraf', tlisampaikan dalam diskusi dengan Pusar Kajian .\kuntabilitas 
Kcuangan Negara DPR III, 2~ November 2019.

4 Kemendagri. "'Pfiigsioiaan Dana Otsus .-la'h dan Dana Isliriiai'a /)/!'”, 
disampaikan dalam diskusi dengan Pusat Kajian Akunrabiliras Kcuangan 
Negara DPR RI. 28 November 2ol9.
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scngkcta tanali garapan, dan percncanaan pcnggunaan tanah \vilayah 
kabupatcn/kota. Kcmudian Pasal 50 Pcrdais D1V Nomor 1 Tahun 2013 
mcngatur tcntang kewcnangan khusus Pemerintah Daerah Dl\' dalam 
pcmanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipatcn, yang dilakukan 
dcngan:
1. Mcmfasiiitasi penatausahaan, pcmcliharaan, pdcstarian, pclcpasan, 

dan pcngawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipatcn; dan
2. Mcmfasiiitasi pcmbcntukan rcgulasi tanah Kasultanan dan tanah 

Kadipatcn.

Urusan Pcrtanahan dalam UU No.l3 Tahun 2012 dan Pcrdais DIY 
No.I Tahun 2013 ditindaklanjuti dcngan ditctapkannya Pcrdais DIY 
Nomor 1 Tahun 2017 tcntang Pcngclolaan dan Pcmanfaatan Tanah 
Kasultanan dan Tanah Kadipatcn. Scluruh bidang tanah Kasultanan dan 
tanah Kadipatcn pada dasamya dapat dikclola dan dimanfaatkan dcngan 
mcmpcrhatikan kaidah-kaidah rang ada dalam pcraturan perundangan. 
Dalam Pasal 3 Pcrdais DTY No.I lahun 2017 dijclaskan bahwa 
pcngclolaan dan pcmanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipatcn 
ditujukan untuk pcngcmbangan kcbudayaan, kepcntingan sosial, 
dan/atau untuk kescjahtcraan masyarakat. Pcngclolaan tanah 
Kasultanan dan tanah Kadipatcn vang dimaksud, mcUputi: 
penatausahaan, pcmcliharaan dokumcn, dan pcngawasan. Sedangkan 
yang dimaksud dcngan pcmanfaatan, berupa pcUndungan, penggunaan 
dan pclcpasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipatcn.

(^apaian Pemerintah DIY dalam urusan pcrtanahan diantarannya adalah 
rclah adanya Grand Design percncanaan urusan pcrtanahan, telah 
terinventarisasinya data tanah kasultanan dan kadipatcn di 4 kabupaten 
dan 1 kota serta data tanah desa di 4 Kabupaten, scrtifikat atas tanali 
kasultanan dan kadipatcn telah terdaftar (7.928 bidang dan terbit (3.870 
bidang), terbitnya 614 rekomendasi kckancingan (surat pemberian hak 
pcmanfaatan tanah kasultanan dan kadipatcn dcngan jangka waktu 
tertentu), sistem otomasi untuk layanan pcmanfaatan tanah kasultanan 
dan kadipatcn, dan terpeliharanva 13.503 dokumcn pcrtanahan, 
tersusunnva Dcliniasi Peta Desa, terinputnva Data Spasial Tanah 
Kcsultanan dan Kadipatcn dalam sistem informasi pcrtanahan, serta
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tclah tcrsusunnva rckomendasi pcnanganan dan pcnyclcsaian sengkcta 
pcrranahan

Namun dcinikian, masih tcrdapar pemiasalahan pada scktor pcrtanahan 
di DIY vang diungkap dalam RPJMD 2017-2022. Sccara umum 
pemiasalahan scktor pcrranahan di DIY tidak dapat dilepaskan dari 
pcrsoaLin perkembangan wilayah sebagaimana terjadi di wilayah-wilavah 
lain dan adanya keistimewaan urusan pcrtanahan. Berkenaan dengan hal 
tersebut pemiasalahan scktor pcrtanahan di DIY berdasarkan UU 
Pcmcrintahan Dacrah, objeknya dapat diklasifikasikan menjadi 2 
kclompok, vakni:
1. Pemiasalahan vang bersifat umum dan terkait dengan masyarakat 

luas diantaranya:
Tingginva alih fungsi penggunaan ranah pertanian kc non 
pertanian;
Tinj^^va fragmentasi tanah-tanah pertanian;
Tidak terkcndalinya harga tanah;
Belum semua bidang-bidang tanah mempunvai alas hak;
Bclum optimalnva sistem informasi pcrtanahan berbasis 
bidang-bidang tanah;

f. Masih terjadinva sengkcta dan konflik pcrtanahan.

2. Pemiasalahan vang terkait dengan tanah kasultanan dan tanah 
kadipaten diantaranya:
a. Belum semua bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten 

mempunvai alas hak;
b. Pemeliharaan dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten 

vang belum optimal;
c. Pengawasan yang belum optimal terhadap pemanfaatan bidang 

tanah kasultanan dan tanah kadipaten;
d. Pelindungan terhadap tanah kasultanan dan tanah kadipaten 

vang belum optimal;
c. Penggunaan bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten vang 

belum sesuai dengan peraturan perundangan; dan 
f. Pelepasan tanah kasultanan dan tanah kadipaten (termasuk 

tanah desa) yang menuai sengkcta dan konflik.

a.

b.
c.
d.
e.
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Urusan Tata Ruang

Pcngclolaan dan pcmanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipatcn 
mcnurut UU No 13 Tahun 2012 Pasal 32 ayat (5) dan Pcrdais DIY 
Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 3 avar (I) ditujukan unruk sebcsar-bcsamya 
pcngcmbangan kcbudayaan, kcpcnringan sosial, dan kcscjahrcraan 
masyarakar. Dalam kctcntuan lebih lanjut mengcnai tata niang DIY 
diaiangkan dalam Pcrdais DIY Nomor 2 Tahun 2017 tcntang Tata 
Huang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipatcn yang dalam Pasal 3 ayat 
(2) dinvatakan bahwa pcngaturan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan 
Tanah Kadipatcn ditujukan pula untuk hal yang sama dan ditambah 
untuk kclcstarian lingkungan scrta dipergunakan untuk mcmbangun 
harmonisasi dcngan Saruan Ruang lainn\a. Kcwcnangan Kasultanan 
dan Kadipatcn dalam tata ruang terscbut tcrbatas pada pcngclolaan dan 
pcmanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipatcn. Dalam pclaksanaan 
kcwcnangan terscbut Kasultanan dan Kadipatcn mcnetapkan kcrangka 
umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipatcn 
sesuai dcngan Keistimewaan DIY. Kcrangka umum kebijakan tata ruang 
tanah Kasultanan dan tanah Kadipatcn ditetapkan dcngan 
memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang D1V.

L:rusan Tata Ruang, mcrupakan urusan kcwcnangan dcngan rcalisasi 
terbesar kedua sctckih Urusan Kcbudayaan dcngan total alokasinya 
mcncapai Rpl,39 triliun atau sebesar 45,51°'o dari total Dana 
Keistimewaan sclania tahun 2013 sampai dcngan tahun 2018 dcngan 
rincian pada Cirafik 7. Pcrdais DIY Nomt)r 3 'Tahun 2015 tcntang 
Kclcmbagaan DIY menvatakan jika Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 
mewadahi urusan pertanahan dan tata ruang, baik urusan wajib maupun 
urusan keistimewaan. Berikut Dana Keistimewaan pada L’rusan lata 
Ruang dari tahun 2013 sampai dcngan 2018.

P/f.ui/ Kiijuiii . \K\ I 19



Graflk 7. Anggaran dan Realisasi Dana Keistimewaan DIY Urusan 
Tata Ruang TA 2013-2018
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Tcrdapac beberapa aspek tata ruang vang perlu diperhatikan dalam 
pcrencanaan dan pclcstarian Kawasan Srrategis Keistimewaan, seperd 
sarana prasarana yang saling menunjang dan hams direncanakan dengan 
baik. Sarana prasarana yang baik dan sesuai konteks kawasan 
menjadikan perkotaan Yogvakarta sebagai kawasan vang 
merepresentasikan nilai dasar filosofi Keistimewaan Yog\ akarta dengan 
mensinergikan aspek fisik dan peiestarian lainnya. Penataan mang 
Urusan Keistimewaan, meliputi penataan sistem transportasi pada 13 
kawasan cagar budava vakni kawasan Malioboro, Kota Barn, Kraton, 
Pakualaman, Kotagede, Imogiri, Pleret, Parangtriris, Prambanan, 
Merapi, Sokoliman, Nglanggeran, dan Perkotaan \Xates (LKP) DIY, 
2018).

Terdapat beberapa capaian dari Pemerinrah DIY untuk umsan tata 
ruang dari Dana Keistimewaan, diantaranya: 1) Tertatanya transportasi 
perkotaan {heritage at)), bempa: a) 2.000 m: kawasan parkir abu bakar ali; 
b) Penataan pedestrian way alun-alun kidul (500 m2) dan kawasan 
Malioboro serta Margomulvo (2.200 m2); c) Pengerasan jalan 1.141 m2
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dan pembangunan rcmpar parkir 1.626 m2 kawasan pleret; 2) 
Pcmbangunan |alan Jalur Linras Sclacan (I|I.S) di DIY, yang diantaranva 
bcrupa: a) Tcrbangunnya JJLS scpanjang 116,07 km; b) Pcmbcbasan 
lahan scluas 2.058.451 m: dari total keburuhan seluas 3.771.182 m2; c) 
'I'crbangunnya trasc bam scpanjang 36,2 km; dan d) |alan vang sudah 
tcrbangun 4 lajur .scpanjang 2,6 km dan 2 lajur scpanjang 66,79 km; 3) 
Tcrdapat 18 SRS yang tclah ditctapkan, 7 SRS diantaranya sudah dibuat 
kajiannya bcrupa matcri tcknis dan naskah akadcmik, antara lain: 
Kraron, Puro Pakualaman, Sumbu I'ilosofi, Masjid dan Makam Raja 
Mararam di Kotagcdc, Kotabaru, Mcsjid Pathok Ncgoro, dan 
Pcrbukitan iMcnorch (Kcmcndagri, 2020).

Diantara capaian tcrscbut, tcrdapat bcbcrapa kcndala dalam pcngaturan 
dan pclaksanaan umsan rata ruang di Provinsi DIY, vaitu tidak tcrdapat 
pcmisahan antara tata mang sccara umum dcngan tata ruang tanah 
Kasultanan dan Kadipatcn dimana kcduanya saling bcrinrcgrasi. Hal 
tcrscbut mcngingat bahwa objek dan rujuan dalam pcnyclcnggaraan 
urusan pcrtanahan dan tata ruang adalah sama. Dcngan dcmikian, apa 
yang mcnjadi sasaran stratcgis umsan tata ruang sccara umum dapat 
scjalan dcngan umsan tata mang tanah Kasultanan dan Kadipatcn.

2.4. Akuntabilitas Dana Keistimewaan DIY
• Akuntabilitas Kinerja Pemerintah DIY

Salah satu tujuan dari Keistimewaan DD' berdasarkan UU No.l3 Tahun 
2012 adalah mewujudkan pcmcrintahan dacrah yang baik {good 
gonrii(ince)> yang diantaranya diwujudkan mclalui akuntabilitas kinerja 
Pemerintah DIY. .\kuntabilitas mempakan pertanggungjawaban atas 
kcbcrhasilan atau pun kcgsigalan pclaksanaan misi organisasi dalam 
mcncapai hasil vang tclah ditctapkan mclalui media pertanggungjawaban 
vang dikerjakan sccara bcrkala (Mardiasmo, 2009). .\kuntabilitas juga 
dipcrlukan untuk mengukur cfckdvitas dan efisiensi atas pcncapaian 
OH/come terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mcwxijudkan good 
govenumce.

Capaian akuntabilitas Pemerintah DIY sejak era keistimewaan tclah 
cukup baik. Pada tahun 2014 sampai dcngan 2017, Pcmcruitah DIY
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mcmpcr< )lch prcclikat A amu tcrbaik nasional dan pada tahun 2018 
untuk pertama kali sccara nasional mendapat prcdikar AA atas J.aporan 
1 lasil livaluasi Sistcm Akuntabilitas Kincrja Instansi Pcmcrintah (l.Hli 
SAKIP). CApaian akuntabiliras yang baik terscbur mcnipakan modal 
awal dalam menjamin pcngclolaan kcuangan negara/dacrah, termasuk 
Dana Kcistimcwaan DI\’ vang tclah dilakukan sccara akuntabcl dan 
scsuai dcngan pcraruran pcrundang-undangan vang berlaku.

Akuntabilitas pcngclolaan kcuangan Pcmcrintah Dacrah D1V juga dapat 
dilihat dari pcrolchan opini BPK 111 atas Laporan K-cuangannya. 
Provinsi scrta Kabupatcn/Kota di DIY mcrupakan salah satu dacrah di 
Indonesia dengan pcrolchan opini yang baik. Pcrolchan opini 
Pcmcrintah Dacrah DIY pada tahun 2010 masili banvak vang 
mendapatkan opini W'DP. Namun, pada tahun 2012 sampai dcngan 
2018 Pcmcrintah Dacrah DIY mulai mcngalami peningkatan opini, 
Provinsi DIY tclah mempcrolch Opini W'ajar Tanpa Pcngccualian 
(AX rP). Begitu juga dcngan kabupaten/kota di Provinsi DIY, hampir 
sclunih kabupaten/kota tclah mempcrolch Opini WTP, kccuali 
Kabupatcn Gunung Kidul, baru pada tahun 2015 dapat memperbaiki 
pcrolchan opininya menjadi \X7TP dari scbclumnva (2013 dan 2014) 
mempcrolch Opini W’ajar Dcngan Pcngccualian (W'DP). Berikut tersaji 
pcrolchan opini atas LKPD Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota di 
Provinsi DIY TA 2010-2018.

Tabel 3. Pcrolchan Opini Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota di 
Provinsi DIY TA 2010-2018

Opini 2010 2011 2012 20D 2014 2015 2016 2017 2018

I’mv. DIV
WTP
DPP

W'lP-
I )PP WTP WTi’ WTP W’I'P W’lP WTP WTP

OantuI W'DP W DP WTP-
DPP

W'l'P-
Di’P

WTP
DPP WTP W’I'P W’I'P WTP

Kab. (iiiiumg 
Kidul

WDP W DP W'DP W DP W'DP WTP W'lP WTP WTP

Kal>. Kulon 
i’n WIW W DP W'DP WTP

DPP
W'i'P-
DPI’

WTP W’iP W’I'P W’lP

Kab. .'•'kinan W'DP WTP-
DPP

WTP-
DPP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Kab. 'i’og^akarta WTP-
DPP

WTP-
DPP

WTP-
DPP

WTP-
DPP

WTP-
DPP

W’lP W’I'P W’lP WTP

Sumher: IHPS12019 (diolah) 
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Perolchan opini Pemerinmh DIY yang sudah baik tersebut 
mcnccrminkan bahwa pcngclolaan keuangan scrta penvajian laporan 
kcuangan Pcmcrintah D!Y tclah dilaksanakan secara transparan, 
akuntabel, dan scsuai dengan pcraturan pcrundang-undangan vang 
bcrlaku.

Temuan dan Permasalahan Dana 
berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK R1

Keistimewaan DIY

Meskipun Pcmcrinrah Provinsi DIY tclah mcndapatkan opini vang baik
atas Laporan Kcuangannya, namun masih tcrdapat permasalahan yang
menjadi temuan BPK RI, khususnya tcrkait Dana Keistimewaan.
Permasalahan tersebut diantaranya sebagai berikut:
1. Pada TA 2015 tcrdapat perencanaan pengadaan Truk Penvapu jalan 

(mtul sweeper) sebanvak dua unit senilai Rp4.8()9.558.655,0{) tidak 
scsuai dengan ketentuan karena tidak didukung dengan analisis 
kebutuhan vang memadai yang dituangkan dalam Rencana 
Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), sehingga saat ivad 
sueeper diterima pada 22 )uni 2015 sampai dengan pemeriksaan 
berakhir 31 Desember 2015 belum digunakan karena pengadaan 
wadsn,€€pcrhQ\\im menjadi kebutuhan vang bersifat mendesak.

2. Pada I'A 2016, terdapat indikasi kerugian daerah sebesar 
Rp965.000,00 atas kekurangan volume dari Pekerjaan Peningkatan 
)alan Perwakilan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo vang 
dibiavai dari Dana Keistimewaan.

3. Pada lA 2017, terdapat indikasi kerugian daerah senilai 
Rpl.943.360,88 dari kelebilian pembayaran atas item pekerjaan 
Laston I .apis .\us (A(A\X7C) paket Pekerjaan Peningkatan Ruas 
Jalan Pengasili - Waduk Sermo di Kabupaten Kulon Progo dengan 
nilai kontrak Rp7.099,317.009,45 (termasuk PPN) vang dibiavai dari 
Dana Keistimewaan.

4. Pada I'.\ 2018, terdapat kekurangan volume senilai
Rp34.033.083,70 atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Bantul- 
Srandakan yang dibiayai dari Dana Keistimewaan dengan nilai 
pekerjaan sebesar Rpl9.003.353.000,00.
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Dcngan makin bcsarnva anggaran untuk Dana Kcistimewaan, 
diburuhkan komitmcn dari pihak tcrkait khususnva Pcmcrintah Provinsi 
DIY agar dalam pengelolaannya dilakukan secara akuntabcl dan 
transparan serta dikclola secara hati-haci agar program dan kcgiatan vang 
dikcrjakan dari Dana Kcistimewaan rerhindar dari kerugian.

2.5. Analisis Indikator Dalam Mengukur Outcome Dana 
Kcistimewaan DIY

Meskipiin masih terdapar beberapa pcrmasalahan, namun secara 
keseluruhan pengclolaan dan pertanggungjavvaban kcuangan Pcmcrintah 
DIY tclah dilaksanakan dcngan baik. Pekerjaan rumah Pcmcrintah DIY 
selanjumya adalah mendorong dan mendukung serta berupaya agar 
pengclolaan kcuangan, khususnva pengclolaan Dana Kcistimewaan dapat 
mencapai outcome sesuai dcngan tujuan vang tclah ditetapkan. Hal ini 
dimaksudkan agar apa yang tclah Pcmcrintah DIY hasilkan khususnya yang 
bersumber dari Dana Kcistimewaan, dapat memberikan dampak positif 
kepada kescjahtcraan scluruh masyarakat DIY.

Untuk dapat mclihat ketcrcapaian outcome tersebut, maka terdapat 
beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai alat ukur penilaian, antara 
lain:

• Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kesejahteraan dan kctentcraman masvarakat mcrupakan salah satu 
tujuan dalam L L' No.l3 Tahun 2012 tentang Kcistimewaan DIY. I lal 
tersebut dapat dKvujudkan mclalui kebijakan yang berorientasi pada 
kepentingan masyarakat dan pengembangan kemampuan masvarakat. 
I lal tersebut salah satunva dapat diukur mclalui Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) yang mcnjclaskan bagaimana penduduk dapat 
mcngakscs hasil pembangunan dalam mcmpcrolch pendapatan, 
kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pembangunan sumber daya manusia di DIY tcrus mcngalami kemajuan, 
bahkan Icvelnya mclebihi IPM nasional dan menjadi yang tertinggi 
kedua sctclah DKI Jakarta. Terlihat bahwa scbclum maupun sesudah 
adanva Kcistimewaan, 1PM DIY tcrus mcngalami pertumbuhan, IPM
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DIY meningkat dari 76,44 pada tahun 2013 mcnjadi 79,53 pada tahun 
2018, dengan rata-rata pertumbuhannva sebesar0,6I pom pcrrahun dan 
statusnya bcrada pada posisi ‘tinggi’ (krircria UNDP unruk level 1PM 
70-80).

Grafik 8. Perkembangan IPM Provinsi DIY Tahun 2010-2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indonesia

Snmhcn BtW. 2019 (tlioLil.i)

NUai IPM vang tinggi tersebur menggambarkan bahwa harapan hidup, 
harapan dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita di DIY 
tergolong tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. 
BPS DIY memberikan catatan bahwa peningkatan 1PM DIY 
dipengaruhi oleh peningkatan semua komponen penvusiinnya. Harapan 
hidup yang tinggi tidak terlepas dari faktor nilai dan budaya masyarakat 
DIY yang cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang memadai, 
dengan nilai-nilai kepasrahan, serba cukup, dan etika budava jawa.

Pertumbuhan Ekonomi

Unruk mewujudkan masvarakat vang sejahtera perlu didukung oleh 
perekonomian yang bemimbuh dan diharapkan dapat berkontribusi 
pada kenaikan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tersebut, 
merujuk pada pendekatan Produk Domesdk Regional Bruto (I^DRB) 
yang menunjukkan kinerja perekonomian suatu wilayah. Laju
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pcrrumbuhan ekonomi Provinsi DIY selama kiirun waktu 2011-2018 
ditunjukkan pada grafik berikut:

Grafik9. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY 
Tahun 2011-2018 (%)

“ " "rata-rata nasionai

Sumher: HRS. 2019 (tiioLih)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY sciama rahim 2011 sampai 
dengan tahun 2018 cendcrung berfluktuasi. Scbclum diterbitkannva L U 
No. 13 Tahun 2012, pertumbuhan ekonomi provin.';i DIY menunjukkan 
adanya peningkatan meskipun angka tersebut masih berada di bawah 
rata-rata nasionai. KemudLin sejak tahun 2014, pertumbuhan ekonomi 
Provinsi DIY meskipun mengalami penurunan namun selalu berada di 
atas rata-rata nasionai, bahkan pada tahun 2018 menunjukkan 
peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, yaitu mencapai 
6,2% atau merupakan capaian permmbuhan ekonomi tertinggi selama 
satu dasawarsa tcrakhir. Sciama tahun 2014-2018, sektor penvumbang 
terbesar PDRB (harga beriaku) secara konsisten adalah industri 
pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan serta penyediaan 
akomodasi dan makan minum. Namun, pada tahun 2018, sektor 
konstruksi mengalami pertumbuhan hingga 13,l°'n dan menjadi salah 
satu dari dua sektor vang menunjukkan pertumbuhan di atas 10% 
sehingga sektor kontruksi menjadi salah satu penvumbang pertumbuhan 
ekonomi terbesar setelah sektor industri pengolahan. I .ebih lanjut, data 
distribusi ekonomi DIY per triwulan I 2019 juga menunjukkan bahwa
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kctiga sektor tcrscbut masih mendominasi kinerja perekonomian di 
Provinsi DIY scbagaimana ditiinjukkan olch C Irafik 10 di bawah ini.

Grafik 10. Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut 
Lapangan Usaha Triwulan I- 2019 (%)

Struktur PDRB (%) Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)
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S///;jlw: HP.\ Piwiiisi DIY. 2019 (Jiohih)

Sektor industri pcngolahan, pertanian, kchutanan, dan perikanan serta 
penyediaan akomodasi dan makan minum masih mendominasi struktur 
PDRB DIY, namun cingginva laju pertumbuhan ekonomi sektor 
konstruksi pada tahun 2018 dan 2019 men\ ebabkan kontribusi sektor 
rersebut terhadap PDRB Provinsi DIY semakin meningkat.

Kemiskinan

Salah satu tujuan Keistimewaan DIY adalah mewujudkan kesejahtcraan 
masvarakat dengan meningkatkan kapasitas ekonomi masvarakat, vang 
salah satunya dilaksanakan melalui upaya menurunkan tingkat 
kemiskinan. Berikut grafik vang menunjukkan perkembangan 
persentase penduduk miskin di Provinsi DIY dari tahun 2010 sampai
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(Jcngan 2018 dan grafik pcrscntasc pcnduduk miskin per kab/kota di 
DIY.
Grafik 11. Tren Persentase Penduduk 
Miskin Provinsi DIY Tahun 2013-2018 

(%)

Grafik 12. Presentase Penduduk 
Miskin per Kab/Kota di DIY 

Tahun 2019 (%)
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Pcrkcmbangan pcrscnrasc penduduk miskin Provinsi DIY sclama tahun 
2010 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan penurunan persentase 
penduduk miskin. Ilal tersebut sejalan dengan angka kemiskinan 
nasional vang juga mengalami penurunan. Meski deniikian, angka 
tersebut masih berada di atas rata-rata nasional, bahkan DIY menduduki 
provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Jawa. 
Jika dilihat lebih lanjut per kabupaten/kota, maka Kabupaten Gunung 
Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten BantuI merupakan 
kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di atas rata-rata 
Provinsi DIY.

• Ketenagakerjaan

Indikator lain yang dapat mengukur ketcrcapaian tujuan kesejahteraan 
masvarakat sesuai dengan tujuan Keistimewaan DIY adalah Tingkat 
Pengangguran Terbuka (TP'r). Kondisi Ketenagakerjaan DIY 
berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa sampai Agustus 2019 
jumlah angkatan kerja DIY sebanvak 2.203 juta orang, bertambah 
sekitar 12,17 ribu orang dibandingkan angkatan kerja pada .\gustus 
2018. Di sisi lain, tingkat pengangguran di DIY mengalami penurunan 
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walaupun hanya sebesar 0,21% dari tahiin scbclumnva. Tingkat 
Pcngangguran Tcrbuka ffPT) DIY masili cukup baik jika dibandingkan 
dungan TPT nasional. TPT DIY pada Agustus 2019 scbcsar 3,14%, 
mcngalami pcnumnan 0,21% poin dibanding TPT Agustus 2018 vang 
mcncapai 3>350/o. Lcbih lanjut, TFF di perkoraan Icbih tinggi 
dibandingkan dcngan TFF perdcsaan. jika dilihar bcrdasarkan tingkat 
pcndidikan, TP'F tcrcndah scbcsar l,26,,/o tcrdapat pada pcnduduk 
bcqicndidikan SD kc bawah, scmcntara 'FPT tcrtinggi scbcsar 4,56% 
pada jcnjang pcndidikan Univcrsitas.

Graflk 13. Tingkat Pcngangguran Tcrbuka DIY Tahun 2010-2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

• Indonesia
Snmihi: HjiLiii Pii.uil Shtlislit. 2019 (dioLth)

Pada tahun 2019, jumlah pcnduduk DIY yang bckcrja scbanvak 2.135 
jura orang, bertambah 16 ribu orang dari Agustus 2018. Pada Agustus 
2019, scbanyak 1.103 juta orang (51,66"n) bckcrja pada kegiatan 
informal atau turun 2,7.5% jika dibandingkan .\gusfus 2018 scbcsar 
54,41 pcrscn. Scbagian bcsar pcnduduk yang bckcrja pada .Agustus 2019 
adalah pckcrja pcnuh (jam kcrja minimal 35 jam per minggu) sebesar 
69,3° 1). Scmcntara pckcrja tidak pcnuh terbagi menjadi dua, yaitu pckcrja 
paruh waktu (26,690/o) dan pckcrja setengah nicnganggur (3,940/o).

Strukrur ketenagakerjaan di Provinsi DTY berdasaran data BPS Provinsi 
D!Y per Februari 2019 menunjukkan jika sektor pertanian, 
perdagangan, dan indusrri pcngolahan mcrupakan sektor vang paling
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banvak menvc-rap rcnaga kcrja scbai^imana dituiijukkan pada grafik di 
bawah ini.

Grafik 14. Struktur Lapangan Pekerjaan Utama D.I Yog^ akarta 
(Februari 2018 dan Februari 2019)
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FEBRUARI 2019 
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Indeks Demokrasi Indonesia

Salah saru rujuan dari Keisrimewaan DIY adalah untuk mewujudkan 
pemerintahan vang demokratis. Demokrasi D!Y diukur mclalui Indeks 
Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan indikator komposit yang 
dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. IDI 
diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan pada riga aspek, 
vairu Kebebasan Sipil, I lak-Hak Politik, dan Lembaga-Lembaga 
Demokrasi.
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Grafik 15. Indeks Demokrasi DIY Tahun 2009-2018
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82,71 83,19 85'58 83,61 g0 g2

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Screlah ditcrbitkannya LTU Kcistimewaan DIY, capaian IDI di DIY 
ccndcrunif mcningkat dibandingkan dcngan scbclum disalikannya 
L:ndang-undang tcntang Keisrimcwaan DIY. Scjak tahun 2014 sampai 
dcngan tahun 2018, capaian IDI di DIY tennasuk dalam katcgori 
yang dirunjukkan dari nilai indeks di atas 80. Perkembangan IDI di DIY 
merupakan tanggung jawab bersama tennasuk peran masvarakat, 
DPRD, parrai politik, maupun lembaga peradilan dan penegak hukum 
yang salah sarunva didukung dcngan alokasi dana kcistimewaan untuk 
mention )iig proses demokratisasi pada segala aspek.

• Gini Ratio

Sclain untuk mewujudkan kesejahteraan masvarakat, Kcistimewaan DIY 
juga bertujuan untuk menunmkan ringkat ketimpangan. Perkembangan 
tingkat ketimpangan \ang diukur dcngan menggunakan gini ratio di 
Provinsi DIY dari tahun 2010-2019 dirunjukkan pada grafik di bawah 
ini:
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Grafik 16. Gini Ratio DIY Tahun 2010-2018

01^9

0,416

2(11(1 2(11 Indonesia
Sumber. Hiulun Pu.u// Shitisfib. 2019 ((liohih)

Bcrdasarkan grafik cli aras, dapat disimpulkan bahwa rata-rata dngkat 
kctimpangan Provinsi DIY scbclum dan scsudah disahkannya L'ndang- 
Undang tcntang Kcisrimewaan ccndcrung bcrflukniatif. Bahkan, rata- 

ni/io Provinsi DIY selama tahun 2010 sampai dcngan tahun 2019 
sebcsar 0,43, masih Icbih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat 
kctimpangan nasional scbcsar 0,40. Masih tingginya gini ratio tcrscbut 
mcnunjukkan bahwa kcbcradaan UU Keisrimcwaan bclum mampu 
mcnckan tingkat kctimpangan dan mcngoptimalkan pemcrataan di 
DIY.
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111. Penutup dan Saran 

3.1. Penutup
Dana K.ciscimc\vaan DIV mcrupakan bcnruk komitmen negara dalam 

mcngakui dan mcnghormari satuan-satuan pcmcrintahan dacrah yang 
bcrsifat isrimcwa scbagaimana diamanahkan dalam Pasal I8B avat (1) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
1945). ScteLih diterbitkannya U U No. 13 Tahun 2012 centang Keistimewaan 
Daerah Yog\akarta, maka pada tahun 2013 dialokasikan Dana 
Keistimewaan sebesar Rp231,4 miliar dan pada tahun 2019 pagu yang 
ditetapkan mencapai Rpl,2 triliun dengan total dana yang telah disalurkan 
selama tahun 2013 sampal dengan tahun 2018 sebesar Rp3,ll triliun dan 
direalisasikan sebesar Rp3,06 triliun.

Pada awal pelaksanaannva, serapan Dana Keistimewaan DIY baik fisik 
maupun keuangan masih cukup rendah dikarenakan sejumlali kendala 
seperti belum lengkapnya regulasi urusan keistimewaan, kesiapan 
pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota terkait dengan pcngambilan 
keputusan dan pola koordinasi, serta belum ada pembatasan waktu verifikasi 
laporan kinerja. Namun, serapan Dana Keistimewaan DIY semakin 
membaik dari tahun ke tahun hingga mencapai 96,440'n di tahun 2018.

Dari lima urusan yang menjadi wewenang keistimewaan DTY, urusan 
kebuda\aan dan urusan tata ruang menjadi dua urusan dengan proporsi 
terbesar mencapai 96,75% dari total realisasi Dana Keistimewaan selama 
tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 sedangkan sebesar 3,25% sisanya 
direalisasikan untuk urusan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, 
dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kclembagaan; dan 
pertanahan. Hal ini menunjukkan jika pemerintah Di'i' menaruh perhatian 
lebih terhadap kebudayaan dan tata ruang DIY.

Dana Keistimewaan DIY sering dihubungkan dengan capaian 
kesejahteraan yang ditunjukkan dengan indikator-indikator, seperti 
pertumbuhan ekonomi, IPiM, tingkat kemiskinan dan sebagainya. Laju 
pertumbuhan ekonomi D!Y cenderung berfluktuasi dan pada tahun 2018 
Provinsi DIY berhasil mencapai angka 6,2 persen yang merupakan capaian 
tertinggi selama satu dasawarsa terakhir. Secara umum, pertumbuhan 
ekonomi Provinsi DIY selalu berada di atas rata-rata nasional. Begitu pula
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dengan TPM DIY yang selalu berada di atas rata-rata nasional bahkan 
mcnjadi vang tcrtinggi kcdua sctclah OKI |akarta. Scbaliknva, mcskipun 
tcrgolong baik dari scgi pertumbuhan ekonomi dan IPM, namun angka 
kcmiskinan (pcrscntasc pcnduduk miskin) berada di atas rata-rata nasional 
bahkan menduduki provinsi dcngan pcrsentase pcnduduk miskin tcrtinggi 
di Pulau jawa.

Kcmudian vang mcnjadi pcrtanvaan adalah apakah tingginva angka 
kcmiskinan tcrscbut diakibatkan oleh kinerja Dana Kcistimcwaan vang ridak 
optimal mengingat kontribusi Dana Kcistimcwaan tcrhadap APHD DIY 
yang sangat rcndah. K< )ndisi dimana tingkat kcmiskinan cukup tinggi bahkan 
di saat pcrekonomian tcrus bcrtumbuh bisa discbabkan olch bcberapa 
faktor. Pcrfamjy Gini Kutio DIY tcrgolong dnggi dan selalu berada di atas rata- 
rata nasional bahkan mclebihi daerah lain seperti Acch, Papua, dan Papua 
Barat. Dalam pcrekonomian yang bcriangsung posidf, kesenjangan vang 
semakin tinggi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tersebut hanva 
dinikmati oleh pemilik faktor produksi sedangkan akscs pcnduduk miskin 
tcrhadap nllai tambah PDRB mcnjadi minimal. Kciiiui, jika dilihat lebih Ian jut, 
tingginya pertumbuhan ckonoini DIY pada tahun anggaran 2018 salah 
satunya berasal dari sektor konstruksi, yang mcncatatkan pertumbuhan 
cukup tinggi yaitu I3,l°o dan berkontribusi sebesar 10,28% dari PDRB 
tahun 2018 dan semakin mcningkat pada I'cbruari 2019 dimana kontribusi 
tcrhadap PDRB mcncapai 20,62n,o (l;cbruari 2019, YoY). Namun 
pertumbuhan sektor konstruksi yang tinggi tersebut hanva berhasil 
mcnycrap 5,58% - 6,74°'n tenaga kerja. Lebih lanjut, sektor industri 
pcngolahan yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar tcrhadap 
PDRB dan menyerap lebih banvak tenaga kerja, 15,630,o sampai dengan 
19,25% dari total pcnduduk bekerja, laju pertumbuhan sektor tersebut hanya 
sebesar 5,74% (I'ebruari 2019, Yo'i'), di bawah laju pertumbuhan sektor 
konstruksi.

Mclihat fakta saat ini dimana pertumbuhan DIY menunjukkan angka 
yang tinggi namun tingkat kemiskinannya juga tinggi, maka hal penting yang 
pcrlu digarisbawalii adalah bagaimana mcnciptakan pertumbuhan ekonomi 
yang bcrkualitas yaitu pertumbuhan vang diperolch dari tumbuhnva seluruh 
kegiatan pcrekonomian yang bersifat masif dan berdampak luas pada 
penyerapan tenaga kerja, serta bukan hanya terjadi pada aktivitas padat 
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modal sehinjy^a masyarakat dapat mcrasakan manfaat dari perrumbuhan 
ekonomi tcrscbut. Dalam mcnciprakan pembangunan yang bcrkualitas, 
scridaknva dipcrlukan investasi pada pcmbangunan kualitas SDM, invcstasi 
sosial dalam program pcmbangunan sosial-budaya, dan mcminimalisir 
kerimpangan mclalui kcbijakan pcmbangunan yang Icbih mcmihak kcpada 
golongan ba\\ ah\

3.2. Saran

• Mcndorong koordinasi yang Icbih baik antara Pcmcrintah Pusat dan 
Pcmcrintah Dacrah dalam mcngatasi masalah kcmiskinan dan 
kcscnjangan di Provnsi DIV. Kcscjahtcraan yang digambarkan mclalui 
indikaror-indikator ekonomi seperu tingkat kcmiskinan, tingkat 
kcscnjangan, tingkat pengangguran dan sebagainya mcrupakan 
tanggungjawab bersama antara Pcmcrintah Pusat dan Pcmcrintah 
Daerah sena dukungan dari masyarakat mcnipakan bentuk upaya 
mcwTjjudkan tujuan negara yang salah satunya adalah mcmajukan 
kcscjahtcraan umum. Begirupun dengan upava menurunkan tingkat 
kcmiskinan di Provinsi DIY, menjadi tanggung jawab bersama antara 
Pcmcrintah Pusat, Pcmcrinmh Dacrah dan masyarakat. Hal ini 
dikarenakan persentase Dana Keistimewaan dalam APBD Provinsi DIY 
rata-rata hanva sebesar 12,20/o dengan latar bclakang vang Icbili bersifat 
hisrt)ris untuk mengangkat budaya dan lain-lain;

• Mcndorong pengukuran keberhasilan Dana Keistimewaan yang Icbih 
proporsional yang salah satunya dapat dilakukan dengan mengukur 
dampak langsung {dine/ impact) dari lima urusan yang menjadi 
kewenangan dalam pcngimplcmcntasian Dana Keistimewaaan DIY. 
Pclimpahan tanggung jawab terkait capaian indikator ekonomi makro 
dhi. tingkat kcmiskinan vang dikaitkan dengan pcngalokasian Dana 
Keistimewaan kcpada Pcmcrintah Daerah mcrupakan target vang berat 
mengingat persentase Dana Keistimewaan yang relatif kecil dibanding 
.-\PBD Provinsi DIY. 'fingkat kcmiskinan yang tinggi di DIY juga 
menjadi kcndaki dan sangat ditentukan oleh banyak faktor, meskipun

5 Rt>jani, “Kcmiskinan dan Perrumbulian Hkonomi Bcrkualitas”, diterbitkan 
dalam Investor Daily, 29 juli 2nl9.
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ddak mcnump kcmungkiiian akan mcncapai tingkat kcmiskinan yang 
rcndah mckliii percncanaan yang baik dan pciaksanaan yang optimal 
scrta sinergitas yang baik ancara Pcmcrinrah Dacrah dan Pcmcrintah 
Pusat;

Mcndorong agar pcrumusan CWand Design Dana Kcisrimcwaan 
dilakukan dcngan Icbih tajam dan diarahkan pada pcmbangunan 
infrastruktur maupun pcmberdayaan masvarakar vang mcmbcrikan 
multiplier effect tcrhadap kcscjahteraan masyarakat;

Mcnmgkatkan transparansi pcngelolaan Dana Kcistiincwaan DIY unruk 
mcnghindari asumsi Dana Keistimewaan berpusat di Kcsulranan, dan 
mcngurangi gap informasi antara masyarakat dan Pcmda terkait 
pcngelolaan Dana Keistimewaan salah satunva dengan mclakukan 
hibelling acas <?//^////kcgiatan vang berasal dari Dana Keistimewaan. 
Pemerintah Provinsi DIY telah mengalokasikan Dana Keistimewaan ke 
kabupaten/kota dalam bentuk banman keuangan dengan tujuan 
mendekatkan pelavanan kepada masyarakat sekaligus mengharapkan 
mas\ arakat lebih tersosialisasi dengan pcngelolaan Dana Keistimewaan 
DIY tersebut.
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